SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 122 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun
2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat
Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum/Komisi
Independen Pemilihan kabupaten /Kota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor 1506 Tahun 2025
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat jenderal
Komisi Pemilihan Umum dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh;

c. bahwa untuk membangun kepercayaan publik dan
menjamin akses yang cepat dan mudah terhadap

informasi regulasi kepemiluan melalui laman

Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum;




Mengingat

bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
dilakukan perubahan terhadap Struktur Tim
Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di  Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf
d perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan;




Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013
tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis
Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum




Menetapkan

KESATU

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi

Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah Nomor 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020
tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH.

Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.




KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas :

a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan
pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah;

b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi
hukum;dan

c. Melakukan supervise terhadap kualitas
pembangunan hukum dan pelayanan kepada public
sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan

yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU bertugas :
a. Menjamin ketersediaan dokumentas dan

informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta
dapat diakses secara cepat dan mudah;

b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim
Pengelola;dan

d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan
tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

Salinan Sesuai dengan aslinya ttd
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HANDI TRI UJIONO
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Hukum

S A —

Iéa/toputra Adhipermana




LAMPIRAN

KEPUTUSAN  KOMISI
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 122 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

PEMILIHAN UMUM

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KE KAN
NO NAMA JABATAN DEIEA];/IUTIM
1. | Handi Tri Ujiono, S.Sos Ketua KPU Provinsi Ketua Pembina
2. | Muslim Aisha, S.H.I Anggota KPU Provinsi Pembina
3. | Akmaliyah, S.Pd.l., M.Pd Anggota KPU Provinsi Pembina
4. | Drs. Basmar Perianto A, M.M Anggota KPU Provinsi Pembina
5. | Mey Nurlela, S.S., M.Si Anggota KPU Provinsi Pembina
6. | Muhammad Machruz, S.T Anggota KPU Provinsi Pembina
7. | Paulus Widiyantoro, S.E., M.M Anggota KPU Provinsi Pembina
8. | Tri Tujiana, A.P., M.M. Sekretaris KPU Provinsi Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KEDUDUKAN
AMA ATAN
NO N o DALAM TIM
. Kepala Bagian Teknis| _. . ’
1. |Dewantoputra Adhipermana, S.H| enyelenggara Pemilu Pimpinan Redaksi
dan Hukum
4. " Kepala Bagian .
2. |Sabbikisma Setia Nugraha, S.E., Peranranan, Dot Penanggungjawab
M.M dan Informasi e
: Kepala Bagian g
3. | Eko Supriyono, S.Kom Keuangan Umum dan Penanggungjawab
Loplstilk Sarana dan
&l Prasarana




e N Kepala Bagian .
4. |Kiki Rizka Ningsih, S.H., M.H. Parbenss das SOM Penapgggnawab
Publikasi
. P Fungsional Ahli )
5. |Yudhaviska Adhidara S, S.E., Madya Tata Kelola }Szel;raekta.ns
M.H Pemilu SRS
o Kepala Sub Bagian | Redaksi Produk
6. |Imam Zubaidi, S.H., M.H T — Hukum
Bagi E :
7. | Yudho Wahyanto, S.Sos., M.IPol Kepa!a oub Bagian Redalest Berita
Teknis
g 5 - Kepala Sub Bagian Petugas Desk
8. | Astrid Budi Proborini, S.E., Tinta dan, Tiifbremasi Jaringan
M.Sos
. Kepala Sub bagian Petugas Desk
2 | Dafid M Sangays, Sl.Kali Umum dan Logistik | Sarana dan
Prasarana
i Kepala Sub Bagian Petugas Desk
10 | Erika Bestyasamala, S.E., M.M Parhumas Publikasi
el B Kepala Sub Bagian Petugas Desk
1L | Wenmgy Riavitami; A-d Perencanaan Sosialisasi
. . . Kepala Sub Bagian Petugas Desk
12. | Dwi Astuti Wulandari, S.T. Keuangan Profmos
g San Kepala Sub Bagian Petugas Desk
13. | Widya Listiani, S.H. SDM Do af
Dan
Pengembangan
] . I Staf Pelaksana Petugas Penyusun
14. | Rizky Veriyanti, S.E., M.M. Berita, Monografi
dan Artikel
" Staf Pelaksana Administrator dan
15. | Haris Isa Pamungkas, S.IP Dessiner Crafis
. Pel Desai fi
16. | Tri Agung Priyambogo, S.H., M.H RSLESE e
17. | Intashor Khoerunnisa, S.E. Stat Pelalsana gnggota SR
erita
- ; Staf Pelaksana Petugas Produksi
18. | Virgita Nur Pradica, S.H., M.H. Konten
. Staf Pelaksana Anggota Redaksi
19. | M. Satria E, S.H., M.H. Wl S —

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bagian TPP dan Hukum

antind

itra Adhipermana

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 4 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd
HANDI TRI UJIONO




